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Abstrak- Penelitian ini mengkaji strategi Koperasi Syariah dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
(UMKM) melalui pendekatan wakaf uang di Kota Lhokseumawe. UMKM berperan penting dalam mengatasi 
kemiskinan, namun menghadapi berbagai tantangan seperti keterlambatan pelunasan pembiayaan, biaya monitoring, 
serta kurangnya sinergi antar lembaga. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan Analytic 
Network Process (ANP) untuk menganalisis prioritas masalah, solusi, dan strategi yang efektif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa efisiensi monitoring, penguatan kapasitas SDM, sinergi antar lembaga, dan adopsi digitalisasi 
merupakan strategi utama yang perlu diterapkan. Sinergi antara lembaga wakaf dan koperasi syariah melalui kolaborasi 
intensif dan peningkatan edukasi keuangan syariah berpotensi meningkatkan pemberdayaan UMKM, mendorong 
pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat keuangan syariah. Studi ini merekomendasikan peningkatan efisiensi 
monitoring, penguatan modal produktif, digitalisasi, serta inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat 
untuk mengoptimalkan kinerja koperasi syariah dalam mendukung UMKM. 

Kata Kunci- UMKM, Koperasi Syariah, Wakaf Uang, Pemberdayaan Ekonomi, Keuangan Syariah. 

Abstract- This research examines Sharia Cooperative's strategy in developing Micro, Small, and Medium Enterprises 
(MSMEs) through cash waqf approach in Lhokseumawe City. MSMEs play an important role in overcoming poverty, but 
face various challenges such as late repayment of financing, monitoring costs, and lack of synergy between institutions. 
The research used a quantitative method with an Analytic Network Process (ANP) approach to analyse the priority of 
problems, solutions, and effective strategies. The results show that monitoring efficiency, strengthening human resource 
capacity, synergy between institutions, and adoption of digitalisation are the main strategies that need to be implemented. 
The synergy between waqf institutions and Islamic cooperatives through intensive collaboration and increased Islamic 
finance education has the potential to increase MSME empowerment, boost economic growth, and strengthen Islamic 
finance. This study recommends improving monitoring efficiency, strengthening productive capital, digitalisation, and 
product innovation in accordance with community needs to optimise the performance of Islamic cooperatives in 
supporting MSMEs 
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I PENDAHULUAN 

Kemiskinan merupakan masalah yang terus 
ada dalam masyarakat, sehingga diperlukan strategi 
yang efektif untuk mengatasinya. Dalam konteks ini, 
keberadaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah) memainkan peranan penting. Data 
menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 
10.690 UMKM, dengan 7.410 di antaranya 
merupakan usaha mikro. Pertumbuhan UMKM yang 
mencapai 195,88% antara tahun 2013 hingga 2022 
menunjukkan potensi besar untuk menciptakan 
lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan 
masyarakat. Dengan semakin banyaknya UMKM, 
khususnya usaha mikro, kita dapat melihat adanya  

peluang untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Strategi yang dapat diterapkan meliputi 
peningkatan akses modal, pelatihan keterampilan, 
dan pemasaran produk. Dengan dukungan yang tepat, 
UMKM dapat menjadi motor penggerak ekonomi 
lokal, mengurangi angka kemiskinan, dan mendorong 
pertumbuhan yang berkelanjutan dalam masyarakat. 
Kapasitas UMKM dalam menyerap tenaga kerja juga 
meningkat 7 kali lipat atau 704,57%, dengan jumlah 
tenaga kerja mencapai 27.476 orang pada 2022 [1]. 
Kemiskinan adalah masalah sosial yang kompleks 
yang harus diatasi oleh bangsa dan negara. Pada 
Februari 2023, jumlah penduduk miskin di Kota 
Lhokseumawe mencapai 23.030 orang (10,84%) 
dengan pendapatan rata-rata Rp 460.583.  
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Salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan 
perekonomian di Indonesia saat ini adalah banyaknya 
usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang sedang 
berkembang. Menurut Undang-Undang No 20 tahun 
2008, UMKM didefinisikan sebagai perusahaan kecil 
yang dimiliki dan dikelola oleh individu atau 
sekelompok kecil orang dengan batasan kekayaan 
dan pendapatan tertentu. Sektor UMKM memiliki 
kemampuan untuk bertahan di tengah krisis ekonomi 
[2]. Meskipun terjadi krisis, jumlah UMKM tidak 
menurun, malah semakin meningkat. UMKM dapat 
bertahan meskipun pengelolaannya bersifat 
sederhana. 

Pada tahun 2020, Indonesia memiliki sekitar 
64 juta UMKM, di mana sekitar 46,6 juta di 
antaranya belum memiliki akses permodalan dari 
bank. Hal ini menunjukkan adanya tantangan besar 
dalam mengakses sumber daya keuangan, yang 
menjadi kendala bagi pertumbuhan dan keberlanjutan 
usaha. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah 
menyediakan berbagai fasilitas seperti Program 
Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), Mekaar 
PNM, Bank Wakaf Mikro, Ultra Mikro (UMi), dan 
Kredit Usaha Rakyat (KUR). 

Pada tahun 2022, jumlah UMKM meningkat 
menjadi 10.690, di mana 7.410 di antaranya 
merupakan usaha mikro. Pertumbuhan ini mencapai 
195,88% dari tahun 2013 hingga 2022, menunjukkan 
adanya peningkatan yang signifikan dalam jumlah 
UMKM. Sejak 19 Januari 2022, skema KUR juga 
diperluas dengan berbagai jenis, termasuk KUR 
Super Mikro dan KUR Mikro, yang tidak 
memerlukan agunan tambahan. Hal ini membuat 
akses ke permodalan semakin mudah bagi pelaku 
usaha kecil. 

Kredit untuk UMKM terus meningkat, 
sementara rasio Non-Performing Loan (NPL) tetap 
stabil, menunjukkan bahwa usaha-usaha ini dapat 
dikelola dengan baik meskipun banyak di antaranya 
masih baru. Dengan adanya dukungan dari 
pemerintah dan meningkatnya akses permodalan, 
UMKM di Indonesia berpotensi menjadi pilar penting 
dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan 
mengurangi kemiskinan di masyarakat. 
Koperasi Syariah adalah lembaga keuangan yang 
beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, 
yang tidak melibatkan unsur riba (bunga), maisir 
(spekulasi), dan gharar (ketidakjelasan) [3]. Koperasi 
syariah berfungsi untuk memenuhi kebutuhan 
ekonomi anggota dengan cara yang adil dan 
seimbang, serta mengutamakan kerja sama dan 
solidaritas dalam komunitas [4]. Koperasi ini juga 
mengedepankan sistem bagi hasil (profit-sharing) dan 
saling membantu di antara anggotanya, sesuai dengan 
nilai-nilai Islam [5]. 

Pada tahun 2021, total wakaf uang yang 
terkumpul di Indonesia mencapai sekitar Rp 1,2 
triliun, dan jumlah tersebut meningkat menjadi 
sekitar Rp 1,5 triliun pada tahun 2022 [6]. Data ini 
menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam 
partisipasi masyarakat dalam wakaf uang, yang 
dikelola oleh berbagai lembaga dan organisasi. 
Sumber informasi ini berasal dari Badan Wakaf 
Indonesia (BWI) dan laporan tahunan yang 
diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik 
Indonesia, serta artikel dan penelitian dari lembaga 
keuangan syariah dan universitas terkait. 
Pertumbuhan wakaf uang ini mencerminkan potensi 
besar untuk pengembangan sosial dan ekonomi 
melalui dana yang dikelola secara Syariah [7]. 

Wakaf merupakan tindakan hukum yang 
dilakukan oleh individu atau badan hukum untuk 
memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari 
harta miliknya agar dapat dimanfaatkan secara 
permanen dan abadi untuk kepentingan ibadah 
dan/atau tujuan sosial sesuai dengan prinsip-prinsip 
syariat Islam [8]. Wakaf uang merupakan inovasi 
baru dalam sistem keuangan Islam sektor filantropi 
[9]. Instrumen ini tidak hanya memecah kebekuan 
makna institusi wakaf di berbagai negara muslim 
[10]. Peluang yang luar biasa bagi pengembangan 
ekonomi sosial umat secara keseluruhan[11][12]. 
Wakaf uang juga memberikan kesempatan bagi 
masyarakat berbagai kalangan untuk berpartisipasi 
menunaikan wakaf uang sekalipun tidak dalam 
jumlah besar[13]. Potensi wakaf uang di Indonesia 
dengan jumlah umat muslim dermawan diperkirakan 
sebanyak 20 juta umat dan mewakafkan hartanya 
dalam bentuk wakaf uang dengan nominal Rp 1 juta 
per tahun, maka potensi wakaf yang terkumpul bisa 
mencapai Rp 20 Triliun [6]. Disamping itu, menurut 
Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian 
Agama RI per tanggal Maret 2020 merilis bahwa aset 
wakaf nasional berupa lahan tanah mencapai 4,35 
milyar meter persegi yang tersebar di 435.768 titik 
wilayah. Dari jumlah tersebut, ada 287.160 lahan 
yang sudah memiliki sertifikat dan 143.447 lahan 
yang belum memiliki sertifika [14]. 
Wakaf uang memiliki pengaruh signifikan terhadap 
pemberdayaan UMKM di Indonesia. Melalui wakaf 
uang [15], dana yang terkumpul dapat dialokasikan 
untuk pembiayaan UMKM [12] [16], memberikan 
akses modal yang lebih mudah bagi pelaku usaha 
kecil dan menengah yang sering kali mengalami 
kesulitan dalam memperoleh pinjaman dari bank [9]. 
Dengan adanya dana wakaf, UMKM dapat 
mengembangkan usaha mereka [17], meningkatkan 
kapasitas produksi, dan menciptakan lapangan kerja 
baru [18]. 
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Selain itu, wakaf uang juga dapat digunakan untuk 
program pelatihan dan pendampingan bagi UMKM, 
sehingga meningkatkan keterampilan dan 
pengetahuan pengusaha dalam mengelola usaha 
mereka [19]. Dengan dukungan ini, UMKM dapat 
lebih berdaya saing dan berkontribusi pada 
pertumbuhan ekonomi lokal [20]. Dari hasil 
penelitian bahwa wakaf dapat menjadi solusi dalam 
pemberdayaan ekonomi, terutama dalam mendukung 
pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah 
(UMKM) serta program-program sosial yang 
bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga perlu diteliti 
lebih lanjut bagaimana Strategi Koperasi Syariah 
Dalam Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, Dan 
Menengah (Umkm) Melalui Pendekatan Wakaf Uang 
Di Kota Lhokseumawe dalam upaya memberdayakan 
umkm yang ada. 

 

II METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode 
kuantitatif untuk mendapatkan data yang lebih 
komprehensif, valid, dan objektif. Tujuan penelitian 
ini adalah menggali pandangan dari para pakar, 
praktisi, dan akademisi strategi koperasi syariah 
dalam mengembangkan usaha mikro, kecil, dan 
menengah (umkm) melalui pendekatan wakaf uang. 
Penelitian dilakukan di Koperasi Syariah 
Muhammadiyah Kota Lhokseumawe, Aceh, 
menggunakan data primer dari wawancara mendalam 
dan kuesioner, serta data sekunder dari studi literatur. 
Penelitian ini memadukan penelitian lapangan dan 
kepustakaan untuk mendapatkan hasil yang lebih 
lengkap. Analisis data dilakukan dengan metode 
Analytic Network Process (ANP), sebuah pendekatan 
non-parametrik yang membantu pengambilan 
keputusan tanpa asumsi independensi antar elemen 
[21]. Metode ANP, yang dikembangkan dari Analytic 
Hierarchy Process (AHP), melibatkan tiga tahapan: 
konstruksi model, kualifikasi model, dan sintesis. 
Pendekatan ini cocok untuk penelitian yang 
menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif, 
karena sesuai dengan kenyataan yang ada dan 
berdasarkan ide serta pendapat para pakar yang 
memahami topik penelitian [22]. Berikut adalah 
langkah-langkah untuk menghitung nilai rater 
agreement antara responden menggunakan Kendall's 
Coefficient of Concordance (W): 

a. Hitung nilai U dengan menjumlahkan semua 
nilai yang diberikan oleh semua responden 
untuk setiap elemen, kemudian dibagi 
dengan jumlah total responden (p). 

b. Hitung nilai S dengan menjumlahkan selisih 
kuadrat antara setiap nilai responden dan 
nilai rata-rata U, untuk setiap elemen.  

S = (T1 - U)^2 + (T2 - U)^2 + ... + (Tp - U)^2 

MaxS = (n - U)^2 + (2n - U)^2 + ... + (pn - U)^2 

Setelah dilakukan sintesis hasil, maka langkah 
terakhir adalah interpretasi hasil penelitian untuk 
ditarik suatu kesimpulan. 

III HASIL DAN PEMBAHASAN 

Setelah kerangka kerja identifikasi masalah, solusi, 
dan model Strategi Koperasi Syariah Dalam 
Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, Dan 
Menengah (UMKM) Melalui Pendekatan Wakaf 
Uang Di Kota Lhokseumawe, maka kerangka kerja 
tersebut dibuat dalam model Analityc Network 
Process (ANP) dengan menggunakan Software Super 
Decisions. Strategi Koperasi Syariah Dalam 
Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, Dan 
Menengah (Umkm) Melalui Pendekatan Wakaf Uang 
Di Kota Lhokseumawe Adapun hasil dari Software 
Super Decisions Responden memiliki pendapat yang 
berbeda tentang prioritas masalah, solusi, dan strategi 
peningkatan mengembangkan UMKM. Karena itu, 
setelah diperoleh prioritas masing-masing responden, 
maka dicari nilai rata-rata untuk menentukan urutan 
prioritas seluruh responden. Nilai rata-rata prioritas 
seluruh responden dapat dilihat dari hasil geometric 
mean pada Tabel 1 berikut. 

Tabel 1. Hasil Geometric Mean 

 



Proceeding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe    Vol.8 No.1 Maret 2025| ISSN: 2598-3954 

B-4 

 

Berdasarkan data di atas, berikut adalah interpretasi 
dari hasil geometric mean responden tentang tentang 
Strategi Koperasi Syariah Dalam Mengembangkan 
Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) 
Melalui Pendekatan Wakaf Uang Di Kota 
Lhokseumawe sebagai berikut: 

Masalah dan solusi bidang ekonomi merupakan salah 
satu factor penting dalam mengembangkan UMKM 
dengan pendekatan wakaf uang. Dari hasil geometric 
mean (W) dapat dijelaskan sebagai berikut.  

 

Gambar 1. Hasil Analisis Masalah Dan Solusi Cluster Ekonomi 

Gambar 1 menunjukkan bahwa masalah terbesar 
koperasi syariah adalah keterlambatan pelunasan 

pembiayaan (0.43531), diikuti oleh biaya 
monitoring/pengawasan (0.28235) dan pemberdayaan 
ekonomi produktif (0.28234). Untuk mengatasi 
masalah ini, solusi utama adalah efisiensi biaya 
monitoring (0.48484), diikuti oleh penambahan tim 
supervisor UMKM (0.3348), dan pengubahan pola 
permodalan menjadi produktif (0.18036). Solusi ini 
diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan 
keberlanjutan koperasi. Penelitian mendukung bahwa 
efisiensi pengawasan dan penguatan modal produktif 
efektif dalam menurunkan risiko pembiayaan macet 
dan meningkatkan produktivitas. Hasil p enelitian 
sesuai dengn Suryani et al. (2020), menyatakan 
bahwa peningkatan efisiensi pengawasan dapat 
menurunkan risiko kredit macet. Penelitian 
Rahmawati (2019) juga mendukung pentingnya 
perubahan pola permodalan untuk meningkatkan 
produktivitas UMKM yang berafiliasi dengan 
koperasi Syariah 

 

Gambar 2. Hasil Analisis Masalah Dan Solusi Cluster Sosial 

Gambar 2 memberikan gambaran bahwa, sinergitas 
antar lembaga muncul sebagai masalah sosial yang 
paling signifikan, dengan solusi yang diusulkan 
berupa peningkatan kolaborasi antar lembaga wakaf. 
Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan 
bahwa kolaborasi yang efektif antar lembaga dapat 
meningkatkan efisiensi dan dampak program sosial 
Smith, J. & Brown, L. (2020). "Collaborative 
Strategies in Social Institutions", Journal of Social 
Development). Sosialisasi ke masyarakat dan edukasi 
terkait larangan riba juga diidentifikasi sebagai area 
penting, dengan solusi yang diusulkan berupa 
program sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif. 
Penelitian oleh Johnson, R. (2019) dalam 
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"Community Engagement and Financial Literacy" 
menekankan pentingnya edukasi keuangan dalam 
meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap praktik 
keuangan syariah. Secara keseluruhan, solusi yang 
diusulkan mencerminkan kebutuhan untuk 
meningkatkan sinergi dan edukasi sebagai langkah 
strategis dalam mengatasi masalah sosial yang ada. 

 

Gambar 3. Hasil Analisis Masalah Dan Solusi Cluster Lembaga 

Gambar 3 memberikan perbandingan antara masalah 
dan solusi yang dihadapi oleh lembaga keuangan 
syariah. Profesionalisme SDM muncul sebagai 
masalah utama dengan nilai tertinggi (0,43313), 
diikuti oleh solusi berupa pelatihan (0,30645). Hal ini 
menunjukkan pentingnya pengembangan kapasitas 
SDM dalam lembaga keuangan syariah, sejalan 
dengan penelitian Ascarya dan Yumanita (2008) yang 
menekankan peran krusial SDM berkualitas dalam 
pengembangan perbankan syariah. Keberadaan 
Koperasi Syariah yang masih terbatas (0,22156) dan 
kebutuhan Sistem Digitalisasi (0,22184) menempati 
posisi kedua dan ketiga sebagai masalah. Solusi yang 
diusulkan, yaitu mendirikan BWM di pesantren 
(0,23751) dan mengembangkan fitur digital 
(0,25452), mencerminkan upaya untuk memperluas 
jangkauan dan modernisasi layanan. Ini sejalan 
dengan temuan Rusydiana (2016) yang 
mengidentifikasi pengembangan produk dan 
penguatan kelembagaan sebagai strategi kunci dalam 
pengembangan BMT di Indonesia. Meskipun 
ketidaksesuaian produk dengan kebutuhan 

masyarakat memiliki nilai terendah (0,12347), solusi 
berupa inovasi produk (0,20152) menunjukkan 
kesadaran akan pentingnya penyesuaian produk, 
mendukung penelitian Adawiyah (2010) tentang 
pentingnya inovasi dalam meningkatkan daya saing 
lembaga keuangan Syariah. 

 

Gambar 4. Hasil Analisis Masalah Dan Solusi Cluster Hukum dan 
Tata Kelola 

Gambar 4 memberikan gambaran tekait tantangan 
dan solusi dalam aspek hukum dan tata kelola 
lembaga keuangan syariah. Masalah yang paling 
signifikan adalah manajemen manajerial (0,45912), 
menyoroti kebutuhan akan struktur tata kelola yang 
lebih baik. Solusi yang diusulkan untuk 
mengoptimalkan peran Kementerian Agama sebagai 
regulator (0,37647) menunjukkan pendekatan 
strategis untuk meningkatkan kerangka kerja regulasi. 
Diversifikasi yang selaras dengan kebutuhan bisnis 
(0,35648) dan melibatkan tokoh masyarakat dalam 
manajemen (0,26705) juga ditekankan sebagai 
strategi yang penting. Temuan-temuan ini sejalan 
dengan literatur yang ada yang menggarisbawahi 
pentingnya tata kelola yang kuat dan dukungan 
regulasi dalam pengembangan keuangan syariah 
(misalnya, Hasan & Dridi, 2010; Iqbal & Mirakhor, 
2011). 
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Gambar 5. Strategi Koperasi Syariah dalam mengambangan 
UMKM dengan wakaf tunai 

Gambar 5 memberikan kesimpulan terkait lima 
strategi utama untuk pengembangan koperasi Syariah 
di kota lhokseumawe. Sinergi dan kolaborasi antar 
lembaga muncul sebagai strategi paling penting 
dengan nilai 0,34483, menunjukkan pentingnya 
kerjasama dalam ekosistem keuangan syariah. 
Pelatihan dan pendampingan intensif (0,20352) serta 
sosialisasi dan edukasi masif (0,17888) menempati 
posisi kedua dan ketiga, menekankan kebutuhan 
pengembangan SDM dan literasi keuangan syariah. 
Pemanfaatan peran tokoh masyarakat (0,14579) dan 
optimalisasi pemberdayaan melalui media digital 
(0,12698) melengkapi strategi ini, menunjukkan 
pentingnya pendekatan kultural dan teknologi dalam 
pengembangan sektor ini. Strategi-strategi ini sejalan 
dengan temuan Rusydiana (2016) yang menekankan 
pentingnya pengembangan SDM dan adopsi 
teknologi. Ascarya dan Yumanita (2008) juga 
menyoroti pentingnya kolaborasi antar lembaga 
dalam pengembangan pasar keuangan syariah. 
Wulandari dan Kassim (2016) menegaskan peran 
penting edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam 
konteks lembaga keuangan mikro syariah. 
Implementasi strategi-strategi ini secara holistik dan 
terintegrasi dapat mendorong pertumbuhan dan daya 
saing sektor keuangan syariah di Indonesia. 

 

IV KESIMPULAN 

Penelitian ini mengidentifikasi sejumlah masalah 
utama dalam pengembangan koperasi syariah, seperti 
keterlambatan pelunasan pembiayaan, biaya 
monitoring, dan kurangnya sinergi antar lembaga. 
Solusi yang diusulkan mencakup efisiensi 
pengawasan, penambahan tim supervisor UMKM, 
dan pengubahan pola permodalan. Penguatan SDM 
melalui pelatihan serta sinergi dan kolaborasi antar 
lembaga juga menjadi strategi penting dalam 
mengatasi tantangan di bidang hukum dan tata kelola. 
Hasil penelitian ini mendukung literatur yang ada, 
yang menekankan pentingnya kolaborasi, digitalisasi, 
dan edukasi keuangan dalam pengembangan 
keuangan syariah. Saran untuk meningkatkan kinerja 
dan keberlanjutan koperasi syariah, perlu dilakukan 
peningkatan efisiensi dalam monitoring dan 
penguatan modal produktif. Sinergi antar lembaga 
wakaf serta penguatan kapasitas SDM melalui 
pelatihan dan edukasi intensif juga harus diutamakan. 
Selain itu, penting untuk mengembangkan fitur 
digital dan inovasi produk agar lebih sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat, serta melibatkan tokoh 
masyarakat untuk memperkuat tata kelola dan 
regulasi. Implementasi strategi ini secara terintegrasi 
dapat mendorong pertumbuhan sektor keuangan 
syariah. 
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